GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 622/KPTS/DISKOMINFO /2022
TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan
ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun
2010 tentang Pedoman Pengeclolaan Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Dacrah, perlu menctapkan Keputusan
Gubernur tentang Pejabat Pengelola Informasi  dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan;

l. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sumsel (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1814);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
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actveratiean Mentert Dalnoy Negerd Nomor 385 Tahan 2010
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tentany  Ivdoman Peogelotionn Pelaynnan Informani dan
Dokuiientast v Linphoangan Kemeotecnn Daloon Negord din
Il Dneraly (Necitn Negara Repubitile Indonesin Tahon
AO10 Nowor 298),

et Mentort Dadame Negerl Nomor 3 Tabon 2017
tentang Pedoman Pongelolonn Pelayanan Informanst dan
Dakientast Kementednn Dalam Negert dan Pemerintahban
Daeralt (et Negarne Republik Indoneain Tahone 2017
Nomor Ladn

heputuaan Meaterd Dalam Negert Nomor 13 Tahan 2011
tentang  Pedoman Pelaksnnaan - Tagas - Kelomasan di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeel dan Pemerintah
Daerah,

Pevaturan komist Intormaat Nomor | Tahan 2021 tentang,
Wandar  Lavannn Informasi Pablik (Berita Negara
Republik Indonesin Tahun 2021 Nomor 741);

teraturan Gubernur Sumsel Nomor 82 Tahun 2016 tentang
Susunan Ovgandsaal,  Uradan Tugas dan Fungsi Dinas
Nomunikast  dan Informatika Provinsi Sumatern Selatan
(Berita Dacralr Provinat Sumateran Scelatan Tahun 2016
Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Qubernur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan - Qubernur - Nomor 82 Tahun 2016  tentang
Susunan Orvganisasi, Uraian Tugas dan  Fungsi Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera  Selatan
(Berita Daerah Provinsi Sumatera Sclatan Tahun 2017
Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dengan susunan dan
keanggotaan — sebaganimana  tercantum  dalam  Lampiran
Reputusan ini,

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana
dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai fungsi dan tugas
sebagal berikut:

a. Pembina:

1. Fungsi:
Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan layanan
informasi  dan dokumentasi dan seluruh rangkaian
kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai
dengan mekanisme yang ditentukan.
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Tuggan

o) melnkeualaon pembinaon techading pengloabie forinmg
dan dolcamentant b Hnggeonggn: Pemorintale 1avinm
Sumuel ) dan

b) menpennhlinn don menctaplan jordaJenis Informns),
yoitednformant  yang walibe dinedbidion din
divimumlam  weearn berkala,  worta morta,  teesedin
setnp snal werta informast yang dilcecunlilain,

b, Pengarah :

funpal ;

0) mengarnhkan  kegintan - pengololann  Infocmanl dan
dokumentasi sertn menjumin keternedinan informanl
sccara terintegrant dan terkoordinosi |

b) sebagni perwakilnn badan publile Pemerintaly Provins
Sumsel dalom sengketn informasi publile ; dan

¢) memberikan persetujuan atnu penolnkan ntan nurnt
penetapan  doftar informasi  publile  dan wurid
penetapan klasifikasi dari PPID Utamn,

Tugas :

a) memberikan arahan kepada PPID terkait pengelolnin
informasi dan dokumentasi ;

b) memberikan persetujuan kepada PPID atas informisi
dan dokumentasi yang dapat diakses/diberilian
kepada pemohon informasi ;

c) memberikan rckomendasi kepada PPID atas hagail uji
konsekuensi informasi yang dikecualikan; dan

d) memberikan persetujuan atas pertimbangan  PPID
terkait dengan setiap kebijakan yang dinmbil untuk

memenuhi hak sctiap pemohon informasi,

c. Tim Pertimbangan :

1.
2.

membahas usulan-usulan informasi yang dikccualikan; dan
memberikan pertimbangan-pertimbangan atas klasifikasi

informasi termasuk informasi yang dikecualikan,

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :

L,

mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan
pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provingi

Sumsel;



. menyimpan,  mendokumentasikan,  menyedinkan  dan

memberikan pelayanan informasi kepada publik;

melakukan verifikasi bahan informasi publik;

4. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentnsi;

menyediakan informasi dan dokumentasi untuk dinkses

oleh masyarakat ;

. melakukan inventarisasi informasi yang dikecunlikan

untuk  dilakukan  uji  konsckuensi  oleh  Tim

Pertimbangan;

. membuat laporan pelayanan informasi, yang mencakup :

a) jumlah permohonan informasi publik yang diterima;

b) waktu yang diperlukan dalam memenuhi setinp
permohonan informasi publik;

c) jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan
baik sebagian atau scluruhnya dan permohonan
informasi publik yang ditolak; dan

d) alasan penolakan permohonan informasi publik.

e. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pelaksana :

1. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas,
dan kewenangannya,

2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID
secara berkala dan sesuai kebutuhan;

3. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan
dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;

4. menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan
dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara
cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-
prinsip pelayanan prima; dan

S. mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan

data lingkup Perangkat Daerah masing-masing menjadi

bahan informasi publik.

f. Pejabat Fungsional/Petugas Pelayanan Informasi Publik:

1.

&

membantu PPID meclaksanakan tanggung jawab, tugas

dan kewenangannya;

menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID
secara berkala dan sesuai kebutuhan;
melaksanakan  kebijakan teknis informasi dan

dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;



KETIGA

KEEMPAT

4. menjamin Ketersediaan dan akselerasi informasi dan
dokumentasi bagi pemohon layanan informasi seczra
cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-
prinsip peclayanan prima;

5. mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan
data untuk didokumentasikan menjadi bahan informasi
publik ; dan

6. mencetak dan menggandakan informasi dan dokumentasi
(soft/hard copy) sebagai layanan informasi dan
dokumentasi kepada pemohon informasi.

g. Bidang Pendukung PPID :

1. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi, mempunyai
tugas memberikan pelayanan informasi publik dzn
mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal
PPID;

2.Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi,
mempunyai tugas mengolah data yang akan disajikan
sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis
informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah
dikuasai;

3.Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, mempunyai
tugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam
menyelesaikan sengketa informasi; dan

4. Sekretariat, mempunyai tugas memberikan dukungan
administratif dan teknis operasional serta sarana dan
prasarana dalam rangka mendukung tersedianya layanan
informasi dan dokumentasi.

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam
melaksanakan tugasnya dibantu oleh pelaksana
teknis/administrasi yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat

Daerah sesuai dengan kebutuhan.

: Dalam hal terjadi sengketa informasi publik, Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi Pelaksana melakukan hal-hal sebagai

berikut :

a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaporkan
kepada Tim Pertimbangan;

b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bersama-
sama dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pelaksana dapat mewakili Pejabat Publik menyelesaikan

sengketa melalui mediasi dan ajudikasi.
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Segala biava yang tmbul sebagai akibat ditctapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belania Daerah Provinsi Sumsel Dokumen Pelaksana Anggaran
Organisasi  Perangkat Daerah (DPA-OPD) pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubemur
Sumsel Nomor 481 /KPTS/DISKOMINFO/2020 tentang Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemenntah Provinsi Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan
tidak berialmu.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan
diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Agustus 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

-\'H._E‘E’R‘\{AN DERU

. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.

. Menteri Komunikasi dan Informadka Republik Indonesia di Jakarta.
. Ketua Komisi Informasi Publik Pusat di Jakarta

. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang

. Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi Sumsel di Palembang



LAMPIRAN : KIEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR  : 622/KPTS/DISKOMINFO /2022
TANGGAL : 29 AGUSTUS 2022

SUBUNAN DAN KEANGGOTAAN
PIMADAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMSEL

I, Pembing » &, Gubernur Sumatera Selatan

b, Wakil Gubernur Sumatera Selatan

2, Pengarah/Atasan PPID: Sckretaris Daerah Provinsi Sumsel
Jo T Pertimbangan : &, Tim Gubernur Percepatan Pembangunan
b. Asisten Sckda Provinsi Sumsel
c. Kepala Dinas dan Kepala Badan
Pemerintah Provinsi Sumsel
d. Kepala Biro Sekretariat Dacrah Provinsi
Sumsel

4. Pejabat Pengelola Informasi : Kepala Dinas Komunikasi dan
dan Dokumentasi Informatika Provinsi Sumsel
v, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana :

a. Sckretaris Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan

b. Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Otonomi
Daerah Setda Provinsi Sumsel

¢. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi
Sumsel

d. Kepala Bagian Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat
Setda Provinsi Sumsel

e. Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian Biro Perekonomian
Setda Provinsi Sumsel

[. Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan
Pembangunan Daerah Biro Administrasi Pembangunan Setda
Provinsi Sumsel

g Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan
Jasa Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumsel

h. Kepala Bagian Tatalaksana Biro Organisasi Setda Provinsi
Sumsel

i. Kepala Bagian Tata Usaha Biro Umum Setda Provinsi Sumsel

J. Kepala Bagian Administrasi dan Komunikasi Pimpinan Biro
Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Sumsel

k. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Sumsel

l.  Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumsel.

m. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel

6. Pejabat Fungsional/Petugas Pelayanan Informasi Publik :

a. Arsiparis
Nama : Halidah Afrilia Zaini, A.Md
NIP : 197804282010012014
Jabatan : Fungsional Arsiparis Pelaksana Lanjutan



b, Prannta Humne

Natna : Maln Risva, SKM, M. 8§
NIP D 10GA0R2GTIOKRGO T 2001

Jabatan - Fungsional Pranata Humas

c. Pranata Komputer
Namn : Ariyanti, SE

NIP 108711 262000022004

Jabatan : Fungsional Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan

d. Pustakawan

Nama : Hj. Eva Syaftianawaty, 8.80a,, M.8i

NIP 2 197903132007012023

Jabatan : Fungsional Pustakawan Muda

7. Bidang Pendukung PPID :

a. Bidang Pelavanan dan
Pengelolaan Informasi

b. Bidang Pengolahan Data dan
Dokumentasi Informasi

- 1)

2)

2)

fu

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi
Publik Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Sumsel

Kepala Bidang Pengelolaan
Komunikasi Publik Dinas Komunikasi
dan Informatika Provinsi Sumsel
Kepala  Seksi Pelayanan  Media
Informasi Publik Dinas Komunikas:
dan Informatika Provinsi Sumsel
Kepala Scksi Pengembangan Aplikasi
Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Sumsel

Kepala  Bidang  Statistik Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi
Sumsel

Kepala Seksi Pengolahan Data dan
Informasi Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Sumsel

Kepala Seksi Sumber Dava
Komunikast Dinas Komunikasit dan
Informatika Publik Provins: Sumsel
Kasubbag Program dan Perencanaan
Dinas  Komunikast dan  Informatka

Provinsi Suimnsel



c. Bidang Penyelesaian

Sengketa Informasi

d. Sekretariat :
1) Ketua

2) Wakil Ketua I

Wakil Ketua 11

3) Sekretaris

4) Anggota

1) Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro
Hukum Sckretariat Daerah Provinsi
Sumsel

2) Kasubbag Litigasi, Non Litigasi dan
HAM Biro Hukum Sckretariat Dacrah
Provinsi Sumsel

3) Kepala Seksi Pengelolaan Opini dan
Aspirasi Publik Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Sumsel

4) Kepala Seksi  Pelayanan  Informasi
Publik  Dinas Komunikasi  dan

Informatika Provinsi Sumsel

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatikn
Provinsi Sumsel.

Kepala Bidang Layanan E-Goverment Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel
Kepala Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi
dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Sumsel
a) Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel.

b) Kepala Seksi Tata Kelola E-Government Dinas

Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel

c) Kasubbag Keuangan Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Sumsel

a) Seluruh Pejabat Eselon Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Sumsel.

b) Seluruh Staf Bidang Pengelolaan Informasi
Publik Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Sumsel.

GUBERNUR'SUMATERA SELATAN
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